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GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA 

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSU9 
IBUKOTA JAKARTA 

NOMOR IO TAHUN 2018 

TENTANG 

PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDURAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHU'SUS IBUKOTA JAKARTA, 

Menirbang 

Mengingat 

a. bahwa untuk pemenuhan kepemilikan identitas penduduke 
bagi setiasp penduduk melalu penerbitan dokumen 
ependudukan secara ccpat dan tepat serta dalam rangke 
mowujudkan akurasi data penduduk, perlu dilakuka 
peningkatan kualitas layanan administasi kopendudukan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diraksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur 
entang Peningkatan Kualitas Layanan Administrsi 
Kependudukan; 

I Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 
Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahu 2013; 

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahu.n 20O7 tentacng 
Pemerinthan Provinsi Daerah Kbuss Ibukota Jakarta 
ebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanaen Pubtik, 

4. Unlang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang emerintahen 
Daerah scbagaimana telah bebera pa kcali diubah terakhie 
dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 

5. Peraturan Pemerintah Noror 37 Tau 2007 tentacng 
Pelaksanaaun Udang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 
entang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan emerintah Noor 102 Thu 2012 



6. Perauran Fresien Nome Nomor S Tahu 2OO tetang 
ersaratan dan Tata Cara endaftaran lenduduk dan 
Pencatatan ipil 

7 peraturan rsiden Nomor 26 Tahu 2009 tenan8 
Penerapan artu Tada Petduduk Derbasds Noor Induk 
Kependudukan Sec.nra Nasional sebogoirana telah 
beberapa kahi diubah terakhir dengan eraturan Presiden 
Nomor 112 Tahun 2013 

8. peraturan Menter; plam Neperil omor 74 Tahun 201' 
entang Tata Cara Perubahan Eleen Data Penduduk 
Dalam Kart Tunda enduduk Elektrotik 

9, peraturun Menteri Dalam Negri moe 7% Thun 2201S 
entag Pengagkatan da pemberhentian Pejabat pa 
hit Kerja yang Menangai Urusan Admirietrsi 
Kependuhuka t Provins dan Kabupaten/KOta 

10. Pertrn Menteri Dalam Negri Nomor 2 T a n  22016 

entag Kartu Identitas Anale, 

l Perturn Mealeri Dadarn Negeri Nomnor 9 Thn 20Il 
entang Peloa Penerbitan Kart Tana Pendudk 
ierbasis Noor [nuke ependuaduka Seara Nasional 
ebagaimana telah bcberapa kali fiuboh terakhir dengon 
Peraturu Menteri Dahan Negeri Noor 8 Tahu 2016; 

2.Perturan Menteri Dalam Negeri Nomnor Tahu 2016 

tentang Pereepatan Peningkatan Caw«upan Keperilikan Akt 

Ketarn, 

13. Per@turn Menteri Dadamn Neer 
tentang Peningkotan Kuhitas 
Kependudu«an 

Noor 1o Tahun 2018 
Layanan Administrasi 

4 eraturan Dacrah Nomor Tun 0! tentang 
Pendaftarar. Penduduk dan Pencatatan Sipil; 

5 Peruturn Gubernur 
Organs.as da Tata 
Penatatan Sipil 

263 Tahun 2016 tantn 
Dinas Kependudukan don 

6. Peraura Gabernur Norr 300 T a n  2016 tentan 
Pembenrukan Orgaissi clan Tata Ker]a Lit Pengelola 
Teknolog Informasi Kependudukan 

7 Peraturan Gobern Noor 30 Tahun 2016 tentang 
embentukan Organisasi don Tata Ker]a Unit Pengeloa 
Dok.men Administrasi Kependudukan 

8. erarutan Gubernur Koror 47 Thu, 2017 tentang 
Petunjuk Pelaisanaan elayaan Terpadu Sau int 



Meneta pk.an 

MEMUTUSKAN 

PERT'URAN GUHERNUIR TENTANG PENINGKATAN KUALIT,AS 

LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUNA.N 

BARI 

KETENTUAN UMLM 

Pass l 

Dalam Peraruran Gubermur ini yang dimaksud denga 

I Daerah adalah Daerah Proinsi Khss Ibkota Jakarta 

2 Gubermur aladah Kepals Daerah roinsi Daerah Khuu 
[bukota Jakarta 

3, Walikott adadah Waikota Kota Admpistras rovinsi Daerah 
Khu Iuota akr 

4 iupati adalah iupati habupaten Administrasi Kcpulaan 
eriu ovinsi Daeruh Khuu Ibukota Jakarta 

5, Dinus adalah Dirs Kepreludukan dacn Pentatan Sipil 
Provins Duerah Khut. Ibukota Jakarta 

6, Sun Dias Kepepduduka dan Pencatatan Sipil Kot 
Admiritrasi/ Kabupaten Administrasi yang senjutny 
disebut kt Dimas a(data.h Suku Dias Ke pendudukn d 
Pencatatan Sipil Kat Administrasi/Kabupaten Administrsi 
di Provinsi Doerah Khuu [bukota Jakarta, 

7, Kepla Suku Dina adalah Kepela Suk Dinos Kepenuduka 
dun Pencatatan Sil Kat/Kabpaten Ainistras 

8. Sektr Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan 
adalah ektor Kependudukan dan Pencatatan Sipil pad 
Kot/Kabupaten Administrasi 

o, it Lyau Kcamatan adalah Unit Layanan Dolumen 
Kependudukan pada Sektor Kecaratao 

1, Lit Layanan Kelurahaon dadah Unit Layawna Doke@en 
Kpendudukan puda Keurahaan 

l Pejabat Peneatatan Sipi! adalah pejabat pada Dias yang 
melakuk.an penatate.n peristwa penting yang dialaami 
weseoraorgy yang pengargkatanya ditetnpk.an lepg 
Keputusan Ober 

2 Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan 
penataa dan ponertian dalam penerbitan dolumen dan 
data kcpendudukan melalui pendaftaran penduduk, penoatatan 
1pil, pegelolan informal administratsi lcpcndudukan 
serta pendavaagAnetacn hasiyat tntu.k _pelayvanan pubhik dan 
perbatan cktor lain 



• 

13.enduduk adalah warga negara Indonesia dacn orang awssing 
yang bertempat tirggad «hi Indonesia 

4.Dokutuen epenohuon dala.h dokumen resmi Yang 
diterbitkan oleh instansi pclaksane yang m e n «  
kekunan hulura scbagau lat bukti autentik yang 
dilosilkan dari pelaryanon pentaftaran penduduk dan 
pencatatan sipil 

15. Kartu K e g a  yang selanputoya disingkat KK adalah kartu 
identitas keluarga yang meruat data tentang rare, 
usu4na dan huungan dalan keluarga serta identitas 
anggota keluargo 

16, Nornor Induk Ke pendudukan yang selaunjutnya disingkat 
NI adalah nomor ientitas penduduk yang bersifat unik 
ata khas, tunggal dan melckat pada scsorang yen 
terdaftar scbagat penduaduke Indonesia 

17 Katu Tanda Pendadu Elektronik yang selanjutoya disc ht 
p.el udalaht Kart Tula Pendudukg berbasis nomor inuk 

kepertudkan enrn nasional yang memihki peuifikas 
dan tamat Kartu Tanca enduduk Nasional denan sit 
pengamana khusus sung berlaku bag identitas rcri 
yang diterbitkaen oteh Dis tau Su Du# Kepenukn 
an encotatan Sip/il 

18. $item Informasi Administrasi ependuuknn yang 
clanjutny disirglat $1AK adalah istern inforrasi yang 
memafaatan teknologi informasi dan omunikasi tnt 
emfslitasd pengelolaa intormast administrosi kepenlutu/an 

di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebago 
satu kesattan 

I9.elayanon Pengurusan Akta Kelahiran Sara Online adalah 
proses pergurusan akt kelahiran yage pengiriran 
data/berkas persyarntanya cilauknn engan mes 
elcktromtk yang berbusis web dengan memanfatka 
fshits teknalog komukast tan intr mas 

20.Tand.a Targa Sear tektroi dalah tan tang80 
ejabat Pencatatan Sipil yang dilaleukan ctara langungt 
dan melalui prose perinda 

21.Kartu Identitas Anal yang sclaajutnya disingkut kIA alalah 
identitas resmi anal ebage bukti dirt an yang Dersia 

kurang dari 1 tahuan dan bclum menikah yang diterbitkan 
ale Suku Dias Kependudukan den Percatutan Sipil 

22. Penerbitan KIA adala.h 
penggauntiau t,IA karena 
datang, rusak tau hilag 

pengeharan KIA bar, atau 
habis masa hertakunya, pin@ah 



A I 

MAKSUD DAN TU,JUAN 

Pasal 2 

eraturan Cubernr ini dimaksudkan sebagad pedosa/ petutu.k 
plaksacituacn de.dear tclaksanu8st layaun Administrasi Kependuduka 
yang efektif, efisien, transparan da aakuntabel 

nasal3 

Peraturan Gubernur ni bertjuan untuk meningkatkan kierja 
pelayanan pala peas, Suk Dinars, Unit Lanacn Kcarattaan dan Unit 
Layaan Kelurahmn 

BAE II 

RANG LINOUP 

Pusol 4 

uang lingkeup pelaksanan peningkatan kueditas lay.nan Aini«trasi 
cpendudulan mehputi 

a. peningkntnn dan percepatan penyclean layanan 

, failitass saran.a penanjang 

c. penetapun ejabat Penanda Tngan Dokumen Kepndudukun; 

d, pemutakhira data penduduk; dan 

e peraenfat.an data pend uduke 

A IV 

PENIN(KATAN DAN PERCEPATAN PENYTL,ESATAN LAYANAN 

Buian Ksatu 

Jenis Dokumen Kependuuken 

(] Peningkatan kualitass pelavaunan pad.a jeris Dok¢umen Kependudukan 
puling sedikit 

d. Akra Perkaowinaan 



e Akta emattar 

f Ahta Perteratan 

s KI 

h. surat keteramgan pintah 

f. snrat keterangan pin«dad datart don 

J. surat keterauga tepat tnggal 

(2) Penerbitan Dokuen Kependuukan sebagtaraaa dimaksud pad 
ayat (I lsclesatkan dalam waktu I tsatu) au dan paling lama 24 
(dua pulu empat) jan sejak persyaratan dinyataka leglap oleh 
petugas pelayanan pada Dias, Suk Dnas, Lit Layman 
Kecamatan dan nit Lawana Kelurah 

3 Data waktu pnyelesatan sebagtaArana liraksud pada ayat [2) 
fkeualtka apab#la terjadi gogguan jartngan koutkast data 
dan/atan sarana prasarana yargt berhubngan denga 
pnyelesuan Dolen epenululu 

[(4] er«yaratan e-bagadaa drakwud pala ayat () sestad deg 
ketentuan peratran perundangeudaa. 

agtan Ketua 

epat dan Dentuk Pela ytan 

Pasad 6 

(I) Pentogkatan kuaits layanan 
dlasnkan chi Dimas, Suk DHna, 
Unit Layanan eluraha 

Administrasf 
Unit La y o  

Kependuduan 
Ke a t s  la 

(2I Petgtkatan kuahtas layaa Amit#strut Kepetutuk.au 
swebagadtaon dirk sol pata ayat [l] selan eladi teropat 
pelayanan yant tersedia dapat dlakukan nelatut lay/nan 
tertntegrest dun/ata pelayanon Lang@sung epate ayarakat 
serta laynan oline 

(3) Layanan terintegrast sebagadata dirk.sud pala ayat (J 
dilakukan dalam bentuk paket layanan paling sedikit 

a. Akta elahdran, KK dan KLA; 

b. Akta Keata, KK damn Tp ] dengan status cera matt, 

e Akt erkawnan, KK tan Tpel dengta perubahat stat% 

perkawtau lat 

d. Akta eroerala, l da Tpel dengan perubahan status 
perkawin.a 



(4] Peningkatan kualilas layanan ter\ntegrast sebagaraa dirak.sud 
pada ayat (I Allakusan melahut SIAK yang eafat ka 
teknolog informasi dan k o l a s i  nntuk memaslit.as lava au 
Atdrinstrast Sependudukan yang dikelola oleh Unit Pengelola 
Teknolopi Informasi Kepenhluka 

asad7 

Penduduk yang belu da/atar yang sudah mengaukan permohoan 
dan belum mendapata layanan Dokumen Kependulukaan untuk 
segera melapor kcpala Dias, Sku DMnas, Lit Lavaan Ketarnatan 
dan Ult Layaan Keluraham, secara langsung da/ata melaluf 
nomor telepon penggaluan (ell center} pada unit layaan at call 
center setepat 

Peutgkatan Kalfas Layanat KK Lan KTp el 

(l} Eleen-eleven KK meltp.ti noor KK. a legkap ke pal 
eluarget alanat arggtota eluarga. NIK, [els kelain tepat 
ahr, tau qggal lair, agama, penttctkean, peerfaan, olortan arah 
status perkawin, trgggl periwnan, status b u b u n  alat 
keluarga dokuen efmtgrastan tan nama orang tua harts ltd 
dengan lengkap berdasrkan «teemen pendukun, esuaf 
etent uan peraturan perudang unlanga 

Z Penetuduks yang lah enthtki KK teta.pl belt elakkan 
pemutnkhtra KK wa[ib melakukan pemutakehtran eleen-cleren 
KK di tit Layanan Keluraau 

('I K diterbttkan tan ditadatargad oleh Kepala Sektor 
Kependulukan dun ementatan Slpll Keeanatan ts nama Kepalat 
Suku Dia 

(1) Bagi Penduduk yang waftb methitt Kartu Tada Penduduk ata 
telah mendkah tetapi belu melakukan perekaman, wab egera 
elankan perekaa di Unit lavan Kehurahan 

( Peduduk yang telah melakukan perekaunan tetapi be hum 
menerima TP-el apat egera melapor ke DMnas, Sula Dias, Unt 
ayaan Kee auaan dan L/nit Lay#nan Kehrahan scara las MM 
lan /atat. meladut nor elepon p e r g t a a n  [eall center) 

[3] Penetapan nomot tetepon pengalan sebagamana imaksud 
dalam asal tan pada ayat [2) ditetapkan melalu Keputusan 
Kepala Dita 

(I) Dias, Suk Dinas, Unit Lay~nan ematan dan Unit Lava 
Keluraha seer mnenerbitkaa Ke] Pendutuk yang telah 
melakuk.an perekamno Tp.el da slats perelamannyat sudah 
slap cetak [print ready record) dan nenistribsikaan kep 
Penduduk 



(2) Dalam hal basil perelaran Tel enduduk tidal bisa terceak 
petugas Unit Layanas Keuraham agar segera memberitahukan 
epada yang bersagkutan untk atagt ke Suku Dins gun 
membertkan klarilk.asel 

(34 DHas mneentasir data bastl perekaman KT el yang tidak bis.a 
diproses berlasarkan lapran tan hastl klarifikas di tingk.at Suk.u 
Dinas untuk itinlaklanjt ti Drektorat Jenderal Kependuduka 
dan Pencatatmn Sip#l Kementerian Dala Neget Republtk Indonesia 

agan eempat 

Peningtkatan nahitas Lyman Aleta Pencatata Sipil 

al II 

(I) Penduhuk berhak mendapat perhlndugan dan pentakua 
erhadap penentan status pr[badi dan status hokum set#ap 
pertstfwa penting yang dalad oleh Penluduk antara lain peristfwa 
elahran, perstwa perkawnan, peristiwat perceraan, peril/wa 
eat#an nntnk menapat an doluen ah.ta-ah.ta pea4ta 
ipAl 

2I Permohonan lay#nan penerbta alt penatatan sip# dapat 
diakukan sweara nasal elaht loke layana ata oline 

(3) Pelayaan sears raal sebagtamana dimakssud pala ayat [2) 
utuk layana atkta kema/an dan ata periaowloan 

4) Akta peneatatan ipil ditandatatgant oeh ejabat Penentatan SlpA 

Dagtan Keltna 

Pernglatan Kualttas Laya KIA 

() Penerbttan KIA hgt nnak bar lahir atau yang Dehn methtkt 
akta elabran literbttkan ersamaan dengan penerbitan atat 

elalra 

( Permohoan layan KIA bag Penduluk yang belu tertltki age4 
kelalira dapat dLlakukan secara manual di toket ayaaan Suk 
Dinars, Lhnlt Lay«nan Keeattat.n dan Unit Laynan Kehr ha 
mop pelayaan angst4ngg plat ma»yauraulsat «din aura oline 

bag@ion Keena 

Loket Lay.nan 

sal 13 

(I) Dias an Suku Dass sclain dapat membuka pelayaunan pa.da MAL 
Pelayanan Publtk. Ruah Sakit L/mum Daerah [RSUD] at 
Rumah Sakt Pust dan Swast damn instansi pelayanan publtk 
harus mclakukan pelayan lagsng kepada masyarak.at 
sebagamaa dimaksud dalam Pasal 6 ayat (a2l terhadap Penduduk 
yang memitt kendala paling sedikit 



• 

b sakit 

d terkendads uk ludi le tepiatt lavaaan Administrasd 
Kepenhuukart 

(2) Dalen had wargue yang rcngaderi rentan Administras 
Kependudukan sebagalrana pada ayat (l huruf a, hruf b dun 
huruf d pihak keluarga/wargn dapat melaporkan ke Unit Layanan 
Kelrahan 

gin etjuh 

engetola.an Ar sip Dokumen Layanaan Administrasi Kependudukan 

Pusal I4 

(t) Pernohonan layan Dokutten Kependudukan scbagaiman 
dirakud as ayat (l) harus melampirkan persyarat.an [isik 
dan dilakukaon digitalises»i delam bentuk arsip digital tan da pat 
Aila ukan atih edin meiputi media rlektropik dan atau media 
lain 

(2) Arsip hasil alih media tan hasil cetaknya merupaka alat bukti 
yang sah sesuai ketentun peraturan perundang unagan 

() enyusutan arsip tokeumen prsyaura.tan [isik basil pelaya.nan 
wcbaguiruana ayat (l) untuk efisiens disimpan paling laura 6 
bulan. 

4) Pengelolan rip fisik daon arsip digital hast! pelayanan 
Adrintro»i Kependudu/an dikelota oleh Unit Penelola Dokumen 
Administrsi Ke pendudukn 

BAB V 

FASILITAS SARANA PENU NJANO 

asal 15 

(l Dinas dan Siu Dins menyedikaan fasilitas untuk meningitis 
kuahitaus latyvanan Aminstrasi Kepenhudukan 

() Fasilitas peningkatan kualitas pelasyanan Administrasi Kependudukaan 
reliputi 

a. penyediaa petugas pelayanan untuk monerima eneliti, 
menproses, menertitkon, mendistribusila Dokuen Kependudu.ka 
basil pclayanan pada etap Unit Leyanan Kelrah, Unit 
Layana ecatan dan Suk Din.as; 

b. penyedian tenaga ahli tenologi inform.ass tpranata korputer}; 



penyedtaan ruang pelayaaan denggan uas ideal minimal 20 
t5 mn x 4 m) don teraga kcamauanya, ber-a denan suhu 
ruangan 20--25 C, kapasitas daya listrik minimal 3.500 
(tlaib Amaratus) watt dengan pertukaa khusus untuk 
pehayaan Administrast Kependuduan tla tidak terbag 
dengan pelayaonau lannya 

d. ponyedinan layanan nomo telepon pg«uatn call center) 

e. Denyediaau papas penguruman di tempat laya.au/ situs web 

f penyediaan kendaraan berotor damn petugas tuk keperluau 
antar tempt layanan Atmtnstrast ependudukau 

8 penyediaan parimgtan 
data tenter SIAK 
Indonesia 

kountkasit data yang terintegrasst denggan 
Keenterian Dalam Negeri Re-publik 

(3) Khusns pelayanan pada tingkat Dinars dilaksamakan pada Unit 
Peugelola Dokumen Administrasi Kependudukan 

(4 Kepala Lnit Pengelola Dokumen Admtnistrast ependudukan 
dapat melakukan penanlatasgganan Dokumen ependudnk.au 
selaku Pe[abat Penoatata Sipl 

5) Wabiota/Bupat wajib memfasthitas pendnghata kualitas layaa 
Audinistrasi ependutukan nntuk pelayatatn di ecamatan an 

ehraha 

A VI 

PENETAPAN PEJAEAT PENANDATANGA.NAN 

DOKUMEN KEPENDUDUKAN 

(I Gubernr tenetpkan Iejabat Pencatatan Sipill sesuad kewenatngaon 
dan abat.annya yang ditetapkan tengan Keputsa Guberur 

(/ KK, surat keterangan pldah dan surat keterangan pinah datang 
ditandatanganti ole.h Kepala Scktor iepenuhulas dan Percadatac 
Sip# Ketanatan 

(3 Akta elahran. akta keratian dapat ditandatangaunt oleh Pejabat 
Pencatatan Sip#l Dias 

(4) Akta perkawan an aka perceratan ditadatangaai oleh Ke pal 
DMoaes atau Kepala Sku Din1as 

(5 KIA ditaundatagat oleh Kepala Su.ku Dias 

(6l Surat eterangan Tempat Tinggal dapat ditandatangaunt olel 
Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk Dinas 



• 

(/) Penandatanga.nan Dokumen Kependulukan sebagarena 
diroaksud pada ayat ) sampai dengan ayat t5] dilakukan den.gan 
tuerbubuhkan Tada Tangan Seeara Elektronik oteh Pejabat yang 
berwen 

3AI VII 

PEMUTAKHIRAN DATA ENDUDUK 

Pasal 7 

(I Petugas etalosaa Pela yanan Adrinistrsi ependudukan wajib 
melakukan pemutakhiron data don biodata Penduduk melalui 
priaporan peristiwa ependudu#an dan peristiwa pentin Ying 
dialari oleh setiap Penduduk 

2) Pemutakhiran data enduduk dan biodata Penduduk pada KK 
dengun menginput seluruh elemen data yang terdapat pada 
formulir Bio«data Penduduk ( 1.DH)  yang disiapkn hhn format 
KK terbaru 

.J) Laham hal maenjaa vadiditas data KK aka dilakkaon 
perputakhran mclalui pencocokan dun peneitin sccara berkola 

AB VIL 

MANFAATAN DATA ENDUDU 

es.al 1 

(I Dinas berkewajiban menyajikan data kependudukan yang tetah 
dikonsolidest tan hibersihkae oleh Direktort deters! Kependudukan 
den eneat.at.an Sipil Kementerian Dada Negeri Republik 
Indonesia 

() Dias melakukan pengintegraslan data kependuduknn dan /at.a 
item intoosi  yang dibutuhan tuk oneksit chatn integrsi 
data legun perangks.at daerah /lembagat peavanan pub/k yang 
memohon da melakkan perpnjan kera sa.ma pemanfwtan data 
dengan Dias 

8AH IX 

PENGAWASAN 

(l Peningkatan kualitas laya.nan Administrasi Kependudukan 
dilakukan pengaowasansecar berienyang dan berkada 

() Pengatwa.san keuahitaes layan.an Administrasi 
sebagairaca dim.aksud pada ayat tl} menjadi 
Bdang Pengawasam da Kerjasama Dias 

Kependudukan 
tangeung jawab 



ABX 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 20 

Peraturan Gubermur ini mulei berlaku pada tanggal diundangkan 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan 
eraturan Gubermur ini dengan penempatannyn dalearn Berita Daerah 
Provinsi Daerah Khusus bukota Jakarta 

Diteta pkan di Jakarta 
pada targgad 16 0etober 24g 

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA, 

ttd 

Diudangkan di Jakarta 
pada tanggal 19 Oktober 2048 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUg 
IBUKOTA JAKARTA, 

td 

SAEFULLAH 

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 
TAHUN 2018 NOMOR 72044 

Salina.n sesuni dengan aslinya 
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIT DAERAH 

PROVINSI DAERAH KHUI{US IB~KOT~ JAKARTA, 

y. AN YUHANAH 
NIP 196508241994032003 

ANIES BASWEDAN 


